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ABSTRAK 

Pencatatan blokir adalah tindakan administrasi dari Kepala Kantor Pertanahan 

untuk menetapkan status a quo pada hak atas tanah terhadap perbuatan hukum dan 

peristiwa hukum atas tanah tersebut untuk sementara waktu menurut Permen ATR No. 

13/2017. Dengan adanya pencatatan blokir ini dapat memberikan perlindungan bagi pihak 

yang sedang bersengketa melawan pihak yang memegang hak atas tanah serta memberikan 

kepastian hukum juga. Akan tetapi terdapat 2 (dua) peraturan yang mengatur mengenai 

pencatatan blokir yang dapat menyebabkan kekeliruan bagi masyarakat. Masyarakat tidak 

tahu jenis pencatatan yang mana yang tepat untuk digunakan. Metode yang digunakan 

dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan konseptual.  

Pada peraturan yang mengatur secara khusus pencatatan blokir yaitu Permen ATR 

No. 13/2017 terlihat ada 3 jenis pencatatan blokir. Jenis yang dimaksud dilihat dari sisi 

pihak yang memohonkan pencatatan blokir. Para pihak pemohon yakni Orang Perorangan 

atau Badan Hukum, Penegak Hukum, dan Kementerian. Ketiganya diatur secara berurutan 

di dalam Permen ATR No. 13/2017. Keputusan ditetapkan blokir berdasarkan Permen ATR 

ini dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Peraturan lain yang menyebutkan 

pemblokiran dan memberikan kesan adanya jenis blokir lain adalah PMK No. 240/2016. 

Pemblokiran menurut PMK yang diteliti ini berkaitan erat dengan penggunaan keuangan 

Negara. Harus terjadi pinjam meminjam antara Debitur dan Kreditur. Dengan itu terlihat 

adanya jenis pemblokiran terhadap Barang Jaminan dan Harta Kekayaan Lain milik 

Penjamin atau Penanggung Hutang.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa jenis pencatatan blokir yang 

dapat dipilih oleh masyarakat sesuai dengan keadaan. Disusunnya PMK No. 240/2016 

menunjukan adanya keterkaitan dengan Permen ATR No. 13/2017. Dikarenakan ada 

keterkaitan perlu diadakan kerja sama atau koordinasi antar Menteri agar pencatatan blokir 

terlaksana dengan baik. Apabila hanya menyangkut urusan pertanahan saja maka merujuk 

pada Permen ATR sedangkan menyangkut juga dengan keuangan Negara maka perlu 

merujuk kepada PMK juga. Dengan begitu segala peraturan yang wajib dipatuhi telah 

diikut dengan tepat maka dapat dikatakanlah pencatatan blokir yang dilakukan sah di mata 

hukum. 

 

Kata Kunci : Pencatatan Blokir, Jenis pencatatan blokir, Keabsahan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

 

Jika seseorang memiliki sebidang tanah, pada umumnya ia berharap akan 

menggunakannya (tanah) sesuai dengan rencana yang telah ia cita-citakan. 

Atau berharap bahwa seiring berjalannya waktu akan menjadi sesuatu yang 

secara turun temurun dimiliki oleh keluarganya dan masih banyak lagi hal-hal 

yang bisa menjadi harapan orang jika memiliki tanah. Hubungan manusia dan 

tanah dapat dikatakan cukup erat antara satu sama lain. Tanah digunakan entah 

sebagai tempat untuk melakukan mata pencahariannya atau untuk membangun 

rumah dan/atau bangunan lainnya, dan masih banyak kepentingan lain yang 

berkaitan dengan unsur tanah. Mereka dibebaskan untuk mengelola asalkan 

memang tanah tersebut tersedia dan betul dimiliki olehnya. Tanah akan 

digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masing-

masing.  

Dengan melihat uraian pada paragraf sebelumnya, dapat dikatakan 

bahwa tanah memiliki peran yang sangat penting dan besar di kehidupan 

manusia. Tanah dilihat sebagai sebuah karunia yang diberikan oleh Tuhan 

kepada kita serta sebagai elemen penting untuk menopang keberlangsungan 

hidup manusia dan makhluk hidup lainnya1. Adanya unsur tanah dalam 

kehidupan manusia memberikan dampak positif satu sama lain. Contohnya, 

tanah adalah tempat untuk bertapak atau menyediakan air bersih, dan lainnya.  

Karena sesuai dengan manfaatnya, tanah menyediakan tempat untuk makhluk 

hidup baik manusia dan hewan beraktivitas serta tumbuhan bertumbuh. Tanpa 

disadari dari hubungan tanah dengan manusia menciptakan juga hubungan 

sosial yakni interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Sebagai 

contoh, manusia ingin menggunakan sebuah bidang tanah dan hendak 

membelinya maka dia dapat melakukan transaksi jual beli dengan orang lain 

                                                           
1 Arie Sukanti Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, (Jakarta: 

Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), hlm., 40. 
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atau tanah juga dapat disewakan karena mungkin adanya keterbatasan biaya 

untuk membeli tanah atau hanya ingin digunakan untuk sementara waktu.  

Beberapa definisi tanah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali ; permukaan bumi 

yang diberi batas ; permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa 

yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara. Selain itu, definisi 

tanah dilihat dari sisi yuridis yaitu dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok 

Agraria No. 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut dengan UUPA), “Atas dasar 

hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan 

adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang 

dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”. Maksud 

dari frasa “atas dasar hak menguasai dari Negara” adalah penguasaan atas 

objek yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA itu dipegang oleh Negara. 

Negara diberi wewenang untuk mengatur objek dan hubungan hukum antar 

manusia dengan objek tersebut agar tujuan tercapai yaitu menciptakan 

kemakmuran rakyat sebesar-besarnya yang dilanjut dalam Pasal 2 ayat (3) 

UUPA. Negara memiliki hak untuk menentukan macam-macam hak atas tanah 

yang dapat diberikan kepada orang individu atau badan hukum.  

Membahas mengenai hubungan antar manusia yang terlibat karena tanah 

ini tidak menutup kemungkinan akan berkonflik atau bersengketa baik antar 

individu atau badan usaha ataupun dengan Negara. Hubungan sosial yang 

berkaitan dengan tanah banyak yang berjalan dengan baik tetapi ada juga 

hubungan yang tidak berjalan dengan baik. Beberapa faktor yang 

menyebabkan hubungan sosial tidak berjalan dengan baik, seperti mungkin 

adanya perbedaan pendapat dalam perjanjian yang dibentuk atau saling 

mempertahankan kepentingannya atau salah satu dari pihak melakukan yang 

tidak seharusnya dilakukan, atau tumpang tindih terhadap hak atas tanah 

ataupun kepemilikan dan masih banyak lagi. Hal yang disebutkan sebelumnya 

merupakan pemicu munculnya suatu konflik dari hubungan sosial.  

Dilansir dari CNBC Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan 

Djalil mengatakan jumlah tanah sengketa yang telah didaftarkan hampir 
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mencapai 90 juta bidang tanah dan yang berkonflik terdapat 8.000 kasus2.  

Menurut Aris Swantoro, salah satu penyebab munculnya konflik pertanahan 

adalah terjadinya konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya 

persaingan kepentingan yang berkaitan dengan tanah3. Dalam Pasal 1 angka 3 

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011, “Konflik Pertanahan atau 

lebih lanjut disebut Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang 

perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga 

yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-

politis.”. Definisi lain menurut Gunawan Wiradi dalam bukunya, adalah 

sebuah proses dari hubungan antara individu atau kelompok yang masing-

masing memiliki kepentingan atas suatu objek yang sama dan akan 

memperjuangkan saat terjadi konflik. Objek yang dimaksud adalah tanah dan 

benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang, 

dan juga udara yang berada di atas tanah tersebut4. Jadi kesimpulan dari 

Konflik Pertanahan adalah siapa pun dapat berhadapan dengan siapa pun juga 

tanpa pengecualian dalam hal bermasalah mengenai pertanahan karena 

masing-masing memiliki kepentingan tersendiri dan pasti mereka akan 

mempertahankan hal tersebut jika terjadi suatu konflik.  

Agar sebuah tanah terlindungi dari faktor terjadinya konflik atau 

sengketa pertanahan dan juga agar dapat digunakan secara leluasa oleh subjek 

hukum yang berhak maka dari itu harus diakui tidak hanya mereka sendiri 

tetapi oleh Negara juga. Dengan adanya pengakuan dari Negara bahwa tanah 

tersebut betul adalah miliknya maka hak atas tanah yang melekat padanya itu 

akan terlindungi dan tidak akan ada orang yang dapat menyalahgunakan atau 

menimbulkan permasalahan tanah lainnya. Maka upaya dari Negara untuk 

mewujudkan hal tersebut adalah dengan mewajibkan untuk mendaftarkan 

tanahnya. Sebagaimana yang telah diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945 

                                                           
2 Emir Yanwardhana CNBC Indonesia, Menteri ATR : Ada 8000 Kasus Sengketa Tanah!, 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224160041-4-318095/menteri-atr-ada-8000-kasus-

sengketa-tanah, pada tanggal 26 September 2022 pukul 16.28 WIB 
3 DP Hadi, BAB II Tinjauan Pustaka Mengenai Penyerobotan Tanah, Korban Kejahatan dan 

Viktimologi, (Bandung: Universitas Pasundan, 2021), hlm., 30. 
4 Gunawan Wiradi, Seluk Beluk Masalah Agraria : Reforma Agraria dan Penelitian Agraria, 

(Yogyakarta: STPN Press, 2009), hlm., 55. 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224160041-4-318095/menteri-atr-ada-8000-kasus-sengketa-tanah
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224160041-4-318095/menteri-atr-ada-8000-kasus-sengketa-tanah
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yaitu jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga Negara untuk 

mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik atas tanah5. 

Untuk memberikan gambaran, Penulis mengambil suatu kejadian nyata 

yakni kasus PT Duta Palma Group6. Yang terjadi adalah PT Duta Palma Group 

ini diduga melakukan korupsi dan tindakan pencucian uang terkait perbuatan 

penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Riau yang mengakibatkan 

kerugian kepada Negara sebesar 78 triliun rupiah. Akibat dari kasus dugaan 

korupsi lahan tersebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) memblokir 

sejumlah Hak Guna Usaha (HGU) milik yang bersangkutan. PT Duta Palma 

Group atau PT Darmex Group adalah perusahaan produksi dan pengekspor 

minyak sawit terbesar di Indonesia dan memiliki areal perkebunan yang 

tersebar di Provinsi Riau. PT Duta Palma menaungi beberapa kantor 

perusahaan yaitu salah satunya adalah PT Duta Palma Nusantara. Dilansir dari 

Cakaplah.com, pemblokiran dilakukan setelah Wakil Menteri ATR Raja Juli 

Antoni saat melakukan kunjungan ke Kuantan Singingi (Kuansing). Beliau 

mengatakan lebih lanjut bahwa tidak akan ada peralihan hak, pengalihan 

tanggungan, dan transaksi jual beli tanah HGU tersebut di atas sampai kasus 

hukum tuntas. Sebanyak 2 (dua) HGU yang diblokir berada di Kuansing yaitu 

HGU Nomor hak 1 seluas 11.260 hektar dan HGU Nomor hak 3 seluas 2.997 

hektar.  

Dengan melihat uraian contoh kasus di atas dihubungkan dengan 

peraturan perundang-undangan yang relevan, utamanya dalam UUPA tidak 

secara jelas atau eksplisit mengatur mengenai adanya pembekuan hak atas 

tanah. Akan tetapi tersirat di dalam kegiatan Pendaftaran tanah yaitu 

Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah. Adanya pencatatan blokir ini 

menyebabkan pemilik Hak Atas Tanah tidak dapat melakukan pemeliharaan 

data untuk sementara waktu atau sampai dengan ditentukan oleh Pengadilan. 

                                                           
5 Naila Huurin In dan Fauzul Aliwarman, Implementasi Blokir Sertifikat Kepemilikan Hak Atas 

Tanah Di Kantor BPN Kota Surabaya, (Simposium Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 1 Tahun 

2019, November 2019), hlm., 308. 
6 Bintang Cakaplah.com, Kementerian ATR/BPN Blokir HGU PT Duta Palma di Kuansing, 

https://www.cakaplah.com/berita/baca/88648/2022/08/22/kementerian-atrbpn-blokir-hgu-pt-duta-

palma-di-kuansing#sthash.nbOKI2Zz.drMOzQtl.dpbs , pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 15.24 

WIB 

https://www.cakaplah.com/berita/baca/88648/2022/08/22/kementerian-atrbpn-blokir-hgu-pt-duta-palma-di-kuansing#sthash.nbOKI2Zz.drMOzQtl.dpbs
https://www.cakaplah.com/berita/baca/88648/2022/08/22/kementerian-atrbpn-blokir-hgu-pt-duta-palma-di-kuansing#sthash.nbOKI2Zz.drMOzQtl.dpbs
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Dari itu berlanjut munculah peraturan pelaksananya yang secara khusus 

mengatur mengenai pemblokiran yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang (ATR) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Selain 

itu terdapat juga mengenai pemblokiran di dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 240 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. Pada Peraturan 

Menteri Keuangan No. 240/2016 disebutkan secara jelas bahwa terdapat jenis-

jenis pencatatan blokir yaitu pada Pasal 93 huruf (c). Dalam pasal tersebut 

memberikan kesan bahwa peraturan tersebut mengatur 2 (dua) jenis pencatatan 

blokir. Berbeda dengan Peraturan Menteri ATR No. 13/2017, mengenai jenis-

jenis pemblokiran tidak secara jelas disebutkan di dalamnya. Hanya saja perlu 

dicerna kembali untuk mengetahui bahwa ada jenis pencatatan blokir. 

Sehingga apabila masyarakat membaca peraturan tersebut, tidak langsung 

mengetahui jenis mana yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami. 

Dengan adanya 2 (dua) peraturan yang mengatur mengenai pencatatan 

blokir dapat menyebabkan kekeliruan bagi masyarakat. Masyarakat tidak tahu 

jenis pemblokiran yang manakah yang tepat untuk digunakan oleh masyarakat 

sesuai dengan kondisi masalah yang mereka miliki. Jenis pemblokiran yang 

mana yang akan menjadi pegangan atau pedoman saat seseorang menghadapi 

konflik atau sengketa tanah. Berangkat dari permasalahan diatas, Penulis ingin 

mengkaji lebih lanjut dengan adanya perbuatan pencatatan blokir ini, apa saja 

jenis blokir yang dikenal dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 

(ATR) No. 13 Tahun 2017 dan apakah terdapat jenis pencatatan blokir lain di 

luar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tersebut. Serta dari jenis 

pencatatan blokir yang dikaji, Penulis ingin mengetahui apa kelebihan dan 

kekurangannya. Lalu jika dengan adanya pencatatan blokir, bagaimana 

keabsahannya suatu pencatatan tersebut terhadap sebidang tanah. Dengan 

pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, maka Penulis akan melakukan 

suatu kajian dengan judul : JENIS-JENIS DAN KEABSAHAN 

PENCATATAN BLOKIR MENURUT PERATURAN MENTERI 

AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG 

TATA CARA BLOKIR DAN SITA. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan 

dilakukan pembahasan terhadap rumusan masalah antara lain : 

1. Jenis-jenis blokir apa saja yang dikenal dalam Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Blokir dan Sita? Apakah di luar Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 juga dikenal jenis pencatatan blokir? 

Apa kelebihan dan kelemahan dari jenis pencatatan blokir sebagaimana 

yang diatur dalam kedua peraturan tersebut? 

2. Bagaimanakah keabsahan pencatatan blokir atas sebidang tanah? 

 

C. Tujuan Penulisan 

 

Atas permasalahan yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, maka 

penelitian ini bertujuan antara lain untuk : 

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis apa saja jenis-jenis 

pencatatan blokir yang dikenal dalam Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang (ATR) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan 

Sita, jenis pencatatan blokir di luar Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang Nomor 13 Tahun 2017 serta untuk mengetahui apa saja kelebihan 

dan kelemahan jenis-jenis pencatatan blokir dari peraturan tersebut. 

2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis keabsahan dari 

pencatatan blokir atas sebidang tanah. 

 

D. Metode Penelitian 

 

1. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yang 

untuk menganalisis jenis-jenis dan keabsahan pencatatan blokir sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang 

Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri 
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Keuangan No. 240 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, 

dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 13 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Blokir dan Sita. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi 

kepustakaan yang dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-

bahan hukum baik sumber hukum primer maupun sumber hukum 

sekunder yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti7. 

1) Sumber Hukum Primer 

Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki 

kekuatan mengikat secara umum yang dalam penelitian ini. Yang 

akan digunakan antara lain Undang Undang Dasar 1945 dan 

peraturan perundang-undangan yang relevan. 

2) Sumber Hukum Sekunder 

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi 

penjelasan lanjutan terhadap bahan hukum primer yang dalam 

penelitian ini didapat melalui buku-buku, artikel-artikel, jurnal-

jurnal serta internet. 

3) Sumber Hukum Tersier 

Sumber hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, yang dalam penulisan ini menggunakan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. 

 

3. Metode Analisis Data 

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan 

yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara 

                                                           
7 Susanti, Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak 

Pengelolaan di Kota Batam, (Batam: Universitas Internasional Batam, 2018) 
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mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti8. Dalam 

penulisan ini, Penulis akan menjawab rumusan masalah dengan 

mengacu kepada hukum positif seperti Undang-Undang Pokok 

Agraria No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Keuangan No. 240 

Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang No. 13 Tahun 2017, serta peraturan 

perundang-undangan dan literatur lainnya yang relevan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Dalam penulisan ini, kerangka penulisan hukum yang akan dibuat adalah 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bagian ini akan menjelaskan mengenai garis besar permasalahan dari 

keseluruhan penulisan hukum yang terdiri dari latar belakang yang akan diteliti, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, metode apa yang digunakan serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DALAM 

KAITANNYA DENGAN PENCATATAN BLOKIR 

Dalam bagian akan menjelaskan bagaimana apakah terdapat korelasi antara 

salah satu kegiatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yakni pemeliharaan 

data pendaftaran tanah dengan kegiatan pencatatan blokir. 

 

BAB III TATA CARA BLOKIR DAN SITA 

Dalam bagian ini akan menjelaskan apa yang dimuat dalam Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang tentang Tata Cara Blokir dan Sita secara keseluruhan. 

Mulai dari ringkasan alasan mengapa dirumuskan Peraturan Menteri serta 

                                                           
8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm., 13-14. 
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tujuan merumuskan, pembahasan mengenai pencatatan blokir sampai dengan 

tata cara penghapusan pencatatan sita. 

 

BAB IV JENIS-JENIS DAN KEABSAHAN PENCATATAN BLOKIR  

Dalam bagian ini akan menjelaskan apa saja jenis pencatataan blokir yang 

ditemukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nomor 13 

Tahun 2017 dan dari peraturan lain yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

240 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. Dalam bagian ini juga 

membandingkan kelebihan dan kelemahan dari kedua peraturan perundang-

undangan serta bagaimana keabsahan dari pencatatan blokir tersebut atas 

sebidang tanah. 

 

BAB V PENUTUP 

Dalam bagian ini sebagai bab terakhir akan membahas kesimpulan dari 

penulisan yang telah dilakukan yaitu mengenai jenis-jenis pencatatan blokir dan 

keabsahannya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 

13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. 
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